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BAB III 

KASUS PERKAWINAN SIRI 

1. KASUS I 

Pada suatu waktu ada anak kecil sekitar umur 4 tahun dia sangat 

pandai dan lucu, anak tersebut mudah mengingat apa yang di lakukan 

dan di bicarakan orang dewasa sehingga saat di ajak bicara tentang 

banyak hal anak tersebut sangat aktif, saat bertemu ibunya dan bicara 

tentang keluarganya yang ternyata ayahnya tidak tinggal bersama 

sehingga mempengaruhi pada pemikiran anak tersebut dan ini menarik 

untuk di bahas, yang berawal dari perkawinan siri yang di lakukan orang 

tua anak tersebut yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2007.  

Perkawinan siri tersebut telah melahirkan seorang anak pada tanggal 

21 Juli 2008 yang telah dibuatkan akta kelahirannya, dalam akta kelahiran 

tersebut tidak mencantumkan nama ayahnya, padahal hubungan ibu dan 

ayahnya baik-baik saja dan ayahnya pun mengakui anak tersebut dengan 

hadir pada saat hari kelahiran anak tersebut, membiayai segala 

kebutuhan anaknya. ibu anak tersebut membuat akta kelahiran tanpa 

nama ayahnya karena ayahnya berkerja sebagai Pegawai Negeri yang 

sebelumnya sudah pernah menikah, sehingga menyebabkan adanya 

perkawinan tersebut dan akta kelahiran anaknya dibuatkan tanpa 

mencantumkan nama ayahnya. 
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2. KASUS II 

Setelah mendapatkan kasus diatas teringat pada kasus Machica 

yang hampir sama melakukan perkawinan siri yang terjadi pada tanggal 

20 Desember 1993, di Jakarta antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias 

Machica binti H.Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. 

Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan 

oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf 

Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 

2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar 

tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul 

diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dari perkawinan 

tersebut lahir seorang anak yang diperkarakan statusnya melalui 

permohonan menguji konstitusionalitas ketentuan dalam Undang-Undang 

Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan menurut 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam 

pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan pasal 43 ayat 

(1) UU Perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”. Menurut pemohon kedua ketentuan dalam Undang-

Undang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yaitu : pasal 28B ayat (1) 
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yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28B ayat (2) 

yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 

Pemohon merasa hak konstitutionalnya dilanggar dan merasa 

dirugikan yaitu hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan 

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 

dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak 

konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan 

status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon 

telah dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum 

ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah 

dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma 

konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka 

perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah 

adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma 

hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundangundangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang 

sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi 

tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status 
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anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma 

hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh 

norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan 

Pemohon (norma agama).  

 

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki 

kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan 

pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma 

konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 

28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan 

hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum 

terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya 

berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah 

di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam 

praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan 

pemaksa yaitu norma hukum Perkawinan Pemohon yang sudah sah 

berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma 

hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) 

UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak 

terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon 

menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam 

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini 
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sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang 

anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 

1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak 

jelas, dipelihara oleh negara. Hal yang berbeda diperlakukan terhadap 

anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai 

dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh 

UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki 

sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap 

melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini 

merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama. 

Telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal 

verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-

Undang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), 

yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan 

hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. 

Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai 

warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 

43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini 

mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah 

sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan 

kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak hasil pemikahan 

Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula, jelas hak 
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konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat 

(2) UUD 1945. Kenyataannya sejak Iahirnya anak Pemohon telah 

mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-

usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon 

dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak 

untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan 

hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya 

menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum 

untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak 

ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan 

dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh 

kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma 

agama. Anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib 

diperlakukan sama di hadapan hukum, kenyataannya maksud dan 

tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan 

perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak 

dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah 

memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta 

mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, 

sehingga merugikan Pemohon, kelahiran anak Pemohon ke dunia ini 

bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil 

hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan 
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suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan 

antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak 

konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Selain itu, 

menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya 

pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal 

tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan 

ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat. 

Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, 

yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon 

serta untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan 

anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan 

yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan 

Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. 

Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami 

memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan 

memelihara anak. Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa 

keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung 

hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia 

untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, 

ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum 

anaknya. Demikian dengan berbagai pertimbangan sebagian 

permohonan pemohon dikabulkan, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, 

bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, Pasal 43 ayat 

(1) UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” 

Berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, Mahkamah 
Konstitusi menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum 
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menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena 
hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 
perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tepat dan tidak adil pula 
jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual 
yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut 
dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan 
dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut 
sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan 
teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang 
anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari 
peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan 
hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, 
adalah hubungan hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan 
kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, 
ibu dan bapak. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak 
tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat 
juga didasarkan pada pembuktiannya adanya hubungan darah antara 
anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Demikian, terlepas dari 
soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus 
mendapatkan perlindungan hukum. Apabila tidak demikian, maka yang 
dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak 
tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak 
yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali 
mendapatkan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. 
Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil 
terhadap status seorang anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 
perkawinannya masih dipersengketakan.30) 

                                                           
30)

 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-kontra 
Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Kencana Prenada Media Group, 2013, 
hlm 197-198. 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN ANAK DARI 
PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 
1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI 
INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERSOALAN 
HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DENGAN AYAH BIOLOGISNYA 

 

1. Kedudukan anak dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di 

Indonesia di hubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan 

anak dengan ayah biologisnya 

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, 

dengan adanya pasal 43 tersebut tidak akan menghilangkan hubungan 

anak dengan ayahnya karena bagaimanapun juga anak tersebut di 

lahirkan atas adanya hubungan antara seorang laki-laki dan wanita. 

Kedudukan anak penting untuk kelangsungan hidupnya dan untuk 

mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak. Kedudukan anak yang sah harus di dasari 

pula dari perkawinan yang sah sesuai dalam Pasal 42 UU Perkawinan 
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dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dimana anak yang sah adalah anak 

yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, oleh karena itu perkawinan siri 

yang telah terjadi agar di istbatkan kemudian dicatatkan di pencatatan sipil 

demi mendapatkan kedudukan hukum yang sah untuk menunjang 

kelangsungan hidup anak yang dilahirkan. 

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya”, dan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan:  

(1) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang 

dibuat oleh pegawai pencatatan nikah.” 

(2) “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, 

dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.” 

Memperhatikan kesereasian Pasal diatas bagaimanapun juga 

perkawinan tersebut harus dicatatkan demi mendapatkan kedudukan 

hukum yang jelas, adapula dukungan dari Putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak 

dengan ayah biologisnya, yang menyatakan pasal 43 “Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, karena Mahkamah 
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Konstitusi berpendapat bahwa dalam Pasal 43 UU Perkawinan tersebut 

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut 

hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.  

Perkawinan siri yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2007 tersebut 

sah menurut agama islam yang diyakini suami dan isteri tersebut begitu 

juga menurut hukum setelah perkawinan tersebut di istbatkan kemudian 

dicatatkan, serta menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 

46/PUU-VIII/2010  tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan 

ayah biologisnya, faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah 

syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan 

suami isteri, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui 

peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. 

Anak dari perkawinan tersebut adalah sah, dengan demikian 

kedudukan hukumnya jelas sehingga mendapatkan haknya sebagai anak, 

selain mempunyai hubungan perdata dengan  ibu dan keluarga ibunya 

sesuai Pasal 43 UU Perkawinan, anak tersebut juga mempunyai 

hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak 

mungkin pula anak tersebut lahir dengan begitu saja dari rahim ibunya 

tetapi pasti ada peran seorang laki-laki sebagai ayahnya secara biologis. 

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan perlindungan 

anak dari perkawinan siri yang dilakukan oleh orang tuanya atas 
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kedudukannya yang tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibu dan keluarga ibunya tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan 

ayah dan keluarga ayahnya. 

2. Penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan siri oleh instansi 

pencatatan sipil setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi  

Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan 

anak dengan ayah biologisnya 

Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat perkawinan yang sah”, perkawinan yang sah yaitu 

perkawinan yang dicatatkan di instansi pencatatan sipil menurut hukum, 

sedangkan perkawinan siri tidak dicatatkan di instansi pencatatan sipil 

sehingga menyebabkan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan 

siri tersebut dibuat dengan hanya mencantumkan nama ibunya tidak 

disertakan dengan mencantumkan nama ayahnya dengan melampirkan 

surat nikah dibawah tangan atau perkawinan siri tersebut.  

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 46/PUU-

VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah 

biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya 

mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama 

ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-

usul anak. Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan 

pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya 
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surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan 

mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan 

dengan mencantumkan nama ayahnya. Melengkapi Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut untuk lebih akurat sebaiknya perkawinan siri tersebut 

di istbatkan kemudian dicatatkan melalui pencatatan sipil, dengan begitu 

akta kelahiran dapat di terbitkan dengan dasar akta perkawinan yang sah 

sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan 

dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang”, tentu akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu dan 

ayahnya, karena tidak mungkin pula anak tersebut lahir dengan begitu 

saja dari rahim ibunya tetapi pasti ada peran seorang laki-laki sebagai 

ayahnya secara biologis, oleh karena itu dalam akta kelahiran anak 

tersebut harus tercantum nama ayahnya juga demi kejelasan asal-usul 

dan kedudukan status hukum anak untuk dasar mendapatkan hak sebagai 

anak. 

 


